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ABSTRAK 

 

URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS SEBAGAI UPAYA 

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI DOKTER 

Ontran Sumantri Riyanto 

 

Sengketa medis yang terjadi antara dokter dengan pasien terus 

meningkat. Ikatan Dokter Indonesia menginginkan agar pemerintah dapat 

membentuk pengadilan khusus yang bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa medis antara dokter dengan pasien. Wacana pembentukan 

pengadilan khusus tersebut  yang diajukan oleh IDI  menjadi hal yang 

menarik untuk diteliti oleh penulis.  Metode penelitian yang digunakan 

dalam tesis ini adalah sosiologis hukum. Pengumpulan data dilakukan 

dengan data primer dan sekunder dengan metode wawancara dari 

beberapa narasumber yaitu Ketua IDI, Hakim, pakar hukum dan Komnas 

HAM, serta studi kepustakaan dan dokumen–dokumen yang berkaitan. 

Penelitian ini dilakukan secara eksplikatif eksplanatif. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa medis 

yang terjadi antara dokter dengan pasien hingga saat ini masih 

diselesaikan melalui peradilan umum. Urgensi pembentukan pengadilan 

khusus yang diwacanakan oleh IDI saat ini belum diperlukan. Hal ini 

mengacu bahwa kedudukan pasien dan dokter memiliki hak yang sama 

sebagai seorang individu dan jika terjadi sengketa medis, karena 

kedudukan para pihak diperlakukan yang sama di hadapan pengadilan, 

yang mana masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk 

membuktikan di pengadilan.  

 

Kata kunci : Pengadilan Khusus, sengketa medis, dokter, Hak asasi 

manusia. 
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ABSTRACT 

 

URGENCY OF SPECIAL COURT ESTABLISHMENT IN MEDICAL 
DISPUTE SETTLEMENT AS AN EFFORT TO PROTECT DOCTOR’S 

HUMAN RIGHTS 
 

Ontran Sumantri Riyanto 

Abstract 

Medical disputes between doctors and patients continued to 

increase. The Indonesian Doctors Association (IDI) wanted that the 

government would establish a special court aimed at resolving medical 

disputes between doctors and patients. The discourse of establishing a 

special court proposed by IDI appeared interesting to be studied. This 

study applied socio-legal approach and the data consisted of primary and 

secondary data that were gathered by interviews with some resources, 

such as Chairman of IDI, judges, legal experts and National Commission 

on Human Rights of Indonesia (Komnas HAM) beside by making library 

study. This study was explicatively and explanatively conducted. The 

results of the study showed medical dispute settlement process between 

doctors and patients was still conducted at general courts. Therefore, the 

urgency of special court establishment that was proposed by IDI had not 

been currently needed. This refered to the fact that the statuses of the 

patients and doctors were equal and they had  the same rights when 

having medical disputes. The two parties were treated equally before the 

court in which each party had the same rights to give proves in the court. 

 

Keywords: special court, medical dispute, doctors, human rights. 




